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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b>

Penelitian ini membahas kendala Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Bendera Aceh. Bendera

Aceh tersebut merupakan salah satu poin perjanjian damai MoU Helsinki yang telah disepakati antara

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Penelitian ini akan

mengaitkan permasalahan tersebut  dengan proses penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini

menggunakan teori hubungan pusat daerah yang dikemukakan oleh Page dan Goldsmith untuk menjelaskan

kendala implementasi Bendera Aceh. Kemudian menggunakan konsep desentralisasi asimetris yang

dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng dan konsep implementasi yang dikemukakan oleh William Dunn.

Studi ini menemukan bahwa hal yang menyebabkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan

Bendera Aceh karena Pemerintah Pusat tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi

asimetris Aceh dengan mengintervensi implementasi Bendera. Kontrol Pemerintah Pusat terhadap

pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh tersebut menandai hubungan pusat dan Aceh tidak

terdesentralisasi dengan baik. Hubungan pusat dan Aceh yang belum terdesentralisasi dengan baik tersebut

ditandai oleh; Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Aceh pasca penerapan desentralisasi asimetris Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh melakukan diskresi dalam

melaksanakan desentralisasi asimetris Aceh. Ketiga, rendahnya akses Pemerintah Aceh dalam

mempengaruhi keputusan Pemerintah Pusat. Intervensi Pemerintah Pusat terhadap proses implementasi

Bendera Aceh tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh

<hr>

<i><b>ABSTRACT</b>

This study discusses the obstacles found by the Aceh Government in implementing Aceh Flag. Aceh flag is

among some key points in Helsinki MoU peace agreement between the Government of Republic of

Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005. This research will link this issue to the

implementation process of asymmetric decentralization in Aceh. This study uses the theory of Central-

Regional relations form Page and Goldsmith to explain the constraints in the implementation of Aceh Flag.

This study also uses the Asymmetric Decentralization theory from Robert Endi Jaweng and the concept of

implementation from William Dunn. From this study, it is found that the reason why Aceh Government

failed to implement Aceh Flag was because the Central Government continued to exercise control over the

implementation of Aceh's asymmetric decentralization by intervening the flag implementation. Central

Government's control over Aceh's asymmetric decentralization was a sign that the relationship between the

Central Government and Aceh Government is decentralized improperly. The improper decentralization was

marked by; First, the unclear division of authority between the Central Government and the Government of

Aceh after the implementation of Aceh's asymmetric decentralization. Second, the Government of Aceh has
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carried out discretion in Aceh's asymmetric decentralization. Third, the limited access of Aceh Government

in influencing central government decisions. Thus, The Central Government's intervention has resulted in

the Aceh Government not being able to implement the Aceh Flag.<i/>


